
HASIL PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 

Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan tahapan Dana Kampanye 
mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 
Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati d an 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pengawasan Dana Kampanye 
merupakan amanat dari undang-undang untuk mengetahui jumlah sumber Dana Kampanye 
Pilkada yang digunakan oleh peserta Pilkada untuk membiayai metode kampanye yang 
dilaksanakan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan 
Pasangan Calon atau partai Politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai 
kegiatan Kampanye Pemilihan. Pengawasan tahapan dana kampanye difokuskan pada 
kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang 
meliputi sebagai berikut : 

 Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ;  

 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);  

 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); 

 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);  

 Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Tabel. 1  Pelaporan Penyerahan LADK, LPSDK dan LPPDK  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Bengkulu Tahun 2020. 

No urut Nama Paslon Laporan Melaporkan Tidak 
Melaporkan 

Waktu 
Pelaporan 

Total 
Penerimaan 

Total 
Pengeluaran 

1 Helmi Hasan 
dan 
Muslihan 
Diding 
Soetrisno 

LADK √ - 15.11 Rp. 1.102.000 0 

LPSDK 
√ 

- 
14.21  Rp. 658.000.000 

0 

LPPDK 
√ - 14.33  Rp. 760.082.000 Rp. 760.082.000 

2 
Rohidin 

Mersyah dan 

Rosjonsyah 

LADK √ - 14.11 Rp. 500.000.000 0 

LPSDK √ - 
10.14 Rp. 280.000.000 

0 

LPPDK 
√ 

- 
12.33 

Rp. 

1.072.671.700 

Rp. 

1.072.243.400 

3 Agusrin 

Maryono dan 

Imron 

Rosyadi 

LADK 
√ - 15.00 Rp. 3.000.000 

0 

LPSDK √ - 
10.34 Rp. 0 

0 

LPPDK 
√ - 13.07 

Rp. 

1.391.350.000 

Rp. 

1.391.200.000 

 

 

 



Tabel. 2 Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pasangan Calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. 

NO 

NAMA 

PASANGAN 

CALON 

HASIL 

AUDIT 

DANA KAMPANYE 
KET 

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO 

1 Helmi Hasan dan 

H. Muslihan 

Diding Soetrisno Patuh Rp.760.082.000 Rp.760.082.000 Rp. 0- 

 

2 Dr.H.Rohidin 

Mersyah dan 

Dr.E.H. 

Rosjonsyah 

Patuh Rp. 1.072.671.700 Rp. 1.072.243.400 Rp. 428.300 

 

3 H. Agusrin 

Maryono dan 

Dr.H.M. Ir.Imron 

Rosyadi, MM., 

M.Si 

Patuh Rp. 1.391.350.000 Rp. 1.391.200.000 Rp. 150.000 

 

 

Bawaslu  Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan langsung turut memastikan 
terkait dengan pemerikasaan kebenaran, akuntabilitas dan kelengkapan berkas. Selain pada 
pemerikasaan Bawaslu juga bertugas memastikan ketepatan waktu dalam penyampaian 
pelaporan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 

Berdasarkan PKPU 32 Tahun  2018, penyampaian LADK dan rekjening Khusus 
dana Kampanye  tanggal 23 September 2018, penyampaian LPSDK pada tanggal 2 
Januari 2019, dan penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik pada tanggal 
26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019. 

Untuk Pemilu tahun 2019, hal-hal yang dianggap rawan dalam tahapan dana 
kampanye di Provinsi Bengkulu antara lain : 

1) Pelanggaran dana kampanye 
2) Keterlibatan Partai Politik dalam melaporkan dana kampanye 

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu 
menyampaikan bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dalam bentuk tidak tertulis, Bawaslu 
Provinsi Bengkulu secara aktif mengingatkan ke KPU Provinsi Bengkulu untuk 
menghimbau peserta Pemilu 2019 untuk segera menyerahkan LADK, LPSDK, maupun 
LPSDK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Secara tertulis, Bawaslu Provinsi 
Bengkulu aktif memberikan himbauan –himbauan mengenai laporan dana kampanye 
peserta Pemilu 2019. 

Tabel 1. Form DK 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Form DK 2 

 

 



Tabel 3 Form DK 3 

 

 

Tabel.4 Form DK 4 

 

 

 



Tabel 2. 1 Form DK 5 

 

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye, 
Bawaslu Provinsi Bengkulu berhasil melakukan pengawasan dengan baik sehingga 
pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan ini dapat terhindarkan. 

 


